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L PENDAHULUAN

Peristiwa banjir bandang yang berulang di berbagai wilayah Indonesia dalam satu dekade terakhir
menempatkan isu pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) sebagai persoalan krusial dalam tata kelola
lingkungan dan kebencanaan (Maulana et al., 2024). Hulu DAS memiliki fungsi ekologis strategis
sebagai penyangga hidrologis, pengendali limpasan permukaan, serta penopang keberlanjutan sosial-
ekonomi masyarakat di wilayah hilir (Rama et al., 2025; Ain et al., 2025). Namun, tekanan akibat alih
fungsi lahan, eksploitasi hutan, dan pembangunan ekstraktif yang tidak terkendali telah secara signifikan
menurunkan daya dukung ekosistem hulu DAS (Ridwan & Sarjito, 2024). Dalam hukum lingkungan,
degradasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai subjek hukum yang memegang

kewenangan legislatif, administratif, dan pengawasan dalam pengelola sumber daya alam.
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Dalam konteks Aceh, kondisi ini menjadi semakin kompleks karena karakteristik geografis yang
didominasi kawasan hutan, kerentanan bencana hidrometeorologis, serta dinamika kebijakan
pascadesentralisasi yang sering kali memunculkan ketegangan antara kepentingan ekonomi dan
perlindungan lingkungan (Farhan et al., 2025). Situasi tersebut menjadikan perlindungan hulu DAS
bukan semata isu teknis ekologis, melainkan juga persoalan hukum, sosial, dan institusional yang
melibatkan peran serta tanggung jawab negara (Suhendra et al., 2024). Negara, dalam hal ini pemerintah
pusat dan daerah, menempati posisi sebagai duty bearer yang memiliki kewajiban konstitusional dan

yudiris untuk mencegah kerusakan lingkungan serta melindungi warga dari risiko bencana.

Luas hutan Aceh menurun selama tahun 2018-2024, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Selama
enam tahun, luas hutan turun dari sekitar 3,00 juta hektar menjadi 2,94 juta hektar, dengan total
kehilangan +67,827 hektar. Data tahunan juga menunjukkan variasi dalam kehilangan hutan, dengan

peningkatan tertinggi pada tahun 2018-2020 dan kembali meningkat pada tahun 2024.
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Gambar 1. Tren Luas Hutan dan Kehilangan Hutan di Provinsi Aceh (2018-2024)
Sumber: Laporan Hulu DAS Aceh

Fenomena banjir bandang di Aceh menunjukkan kecenderungan peningkatan baik dari segi frekuensi

maupun dampak kerusakan yang ditimbulkan (Nabellla et al., 2022). Bencana ini tidak hanya

996 |PERKARA - Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 3 No. 3 September 2025



Kelalaian Negara Perlindungan Hulu DAS Acebh...

menyebabkan kerugian material dan korban jiwa, tetapi juga memperparah degradasi lingkungan
melalui erosi tanah, sedimentasi sungai, serta hilangnya tutupan hutan (Gacu et al., 2025). Berbagai
laporan kebencanaan dan kajian lingkungan mengindikasikan bahwa kerusakan hutan di wilayah hulu
DAS Aceh berkorelasi kuat dengan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, praktik perizinan yang
tidak berkelanjutan, serta rendahnya efektivitas penegakan hukum lingkungan (Irwansyah et al., 2024).
Kondisi tersebut menunjukan adanya dugaan kelalaian negara yang bersifat yudiris dan institusional,

baik dalam aspek pengaturan, pengawasan, maupun penegakan hukum lingkungan.

Data terkini mengenai perubahan tutupan lahan memperlihatkan bahwa kawasan yang secara normatif
ditetapkan sebagai wilayah lindung mengalami penyusutan akibat aktivitas legal maupun ilegal, seperti
pembalakan hutan, perkebunan skala besar, dan pertambangan (Nuriyatma et al., 2025). Kondisi ini
menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana negara telah menjalankan kewajiban
konstitusional dan yuridisnya dalam melindungi lingkungan hidup (Rasidi & Boediningsih, 2024), serta
menjamin keselamatan warga negara dari risiko bencana (Prasetyoningsih & Ichsan, 2024). Pertanyaan
itu sekaligus membentuk rumusan masalah utama peneliti, yakni bagaimana bertanggung jawab hukum
negara dijalankan, dan dalam bentuk apa kelalaian tersebut termanifestasi dalam tata kelola hulu DAS

Aceh.

Dalam kajian literatur, penelitian tentang banjir bandang dan kerusakan DAS umumnya berkembang
dalam dua arus utama. Yaitu, pendekatan biofisik dan teknokratis yang menekankan pada analisis
hidrologi, perubahan tutupan lahan, serta model mitigasi struktural dan non-struktural. Kemudian,
pendekatan kebijakan dan tata kelola lingkungan yang membahas peran institusi, regulasi, serta
mekanisme perencanaan pembangunan berkelanjutan. Sejumlah studi juga telah mengaitkan degradasi
hutan dengan meningkatnya risiko bencana sebagai konsekuensi dari kegagalan pengelolaan sumber
daya alam (Warwer et al., 2024). Namun, kajian-kajian tersebut umumnya masih memisahkan analisis
hukum dari realitas sosial yang melingkupinya, atau menempatkan hukum hanya sebagai variabel
normatif tanpa menelaah bagaimana ia diimplementasikan, dinegosiasikan, dan dipraktikkan dalam

konteks lokal.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya, terdapat kesenjangan yang cukup jelas dalam
studi mengenai perlindungan hulu DAS, khususnya di Aceh. Diantaranya, masih terbatas penelitian
yang secara eksplisit menggunakan pendekatan sosio-legal untuk mengkaji relasi antara norma hukum
(Wijaya et al., 2025), praktik tata kelola (Arrazi & Arifin, 2025), dan dampak ekologis-bencana secara
simultan (Zulfikri et al., 2022). Selanjutnya, analisis mengenai banjir bandang cenderung berfokus pada
aspek sebab-akibat ekologis, sementara dimensi tanggung jawab negara, kelembagaan, dan relasi kuasa
dalam pengelolaan sumber daya alam belum dieksplorasi secara mendalam. Kemudian, sedikit
penelitian yang menjadikan Aceh sebagai studi kasus sosio-legal, padahal wilayah ini memiliki
kekhususan dalam rezim hukum dan tata kelola yang berpotensi memengaruhi pola perlindungan

lingkungan. Kesenjangan ini memperlihatkan belum adanya kajian yang secara tegas memposisikan
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negara sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan perlindungan

lingkungan.

Sejalan dengan gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran dan tanggung
jawab negara dalam perlindungan hulu DAS di Aceh dijalankan dalam praktik, serta bagaimana
kegagalan atau kelemahan dalam tata kelola tersebut berkontribusi terhadap terjadinya banjir bandang
dan kerusakan hutan. Dengan demikian, fokus umum penelitian ini diarahkan pada identifikasi bentuk-
bentuk kelalaian negara yang bersifat normatif, institusional, dan implementasi dalam pengelolaan hulu

DAS.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung sektoral, penelitian ini menempatkan banjir
bandang dan kerusakan hutan sebagai akibat dari proses sosial-hukum yang kompleks, termasuk
dinamika kebijakan, kelembagaan, dan penegakan hukum. Pendekatan sosio-legal ini menggabungkan
analisis normatif terhadap regulasi lingkungan dengan kajian empiris mengenai praktik tata kelola dan
dampaknya terhadap ekosistem hulu DAS. Studi ini juga menggunakan Aceh sebagai subjek penelitian,
memberikan perspektif kontekstual yang memperkaya penelitian internasional tentang tanggung jawab

negara dan kegagalan tata kelola lingkungan di wilayah yang rawan bencana.

Penelitian ini memiliki nilai teoretis dan praktis yang signifikan. Secara teoretis, penelitian ini
menunjukkan betapa pentingnya menggabungkan realitas sosial-ekologis dan hukum untuk
mengembangkan penelitian sosio-legal dalam bidang hukum lingkungan. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat meningkatkan pemahaman kita tentang konsep tanggung jawab negara dan kegagalan tata kelola
dalam melindungi DAS. Secara praktis, temuan penelitian ini akan berdampak pada pembuat kebijakan,
aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan strategi perlindungan
hulu DAS yang lebih efisien dan berkeadilan. Hasil-hasil ini juga akan berkontribusi pada upaya mitigasi
bencana yang berkelanjutan bagi masyarakat Aceh dan wilayah lain yang terpengaruh oleh DAS.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka sosio-legal research. Pendekatan ini
menempatkan hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial
yang beroperasi dalam konteks institusional, politik, dan ekologis tertentu (Dizon, 2024). Desain
penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan Aceh sebagai lokasi penelitian, mengingat
wilayah ini memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap banjir bandang, luas kawasan hutan yang
signifikan, serta dinamika tata kelola sumber daya alam yang kompleks. Desain ini memungkinkan
analisis mendalam terhadap relasi antara kebijakan hukum, praktik pengelolaan hulu DAS, dan dampak

lingkungan-bencana yang ditimbulkan.

B. Populasi dan Sampel
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Populasi penelitian mencakup seluruh aktor yang terlibat atau memiliki keterkaitan langsung dengan
pengelolaan dan perlindungan hulu DAS di Aceh. Hal ini meliputi institusi pemerintah di bidang
kehutanan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana, aparat penegak hukum, masyarakat yang
bermukim di wilayah hulu dan hilir DAS, serta organisasi masyarakat sipil dan akademisi yang memiliki
perhatian pada isu lingkungan dan kebencanaan. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive
dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan informan terhadap isu
yang diteliti. Kriteria inklusi ditetapkan pada individu atau lembaga yang memiliki peran substantif atau
terdampak langsung oleh kebijakan dan praktik pengelolaan hulu DAS, sementara pihak yang tidak

relevan secara langsung dikecualikan dari penelitian ini.
C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi teknik untuk memperoleh pemahaman yang
komprehensif dan mendalam. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan
terpilih guna menggali pandangan, pengalaman, serta persepsi merecka mengenai peran negara,
implementasi kebijakan, dan praktik tata kelola hulu DAS. Selain itu, observasi terbatas dilakukan pada
wilayah yang terdampak banjir bandang untuk memahami kondisi lingkungan dan sosial secara
kontekstual. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen yang mencakup peraturan perundang-
undangan, kebijakan pemerintah, laporan kebencanaan, laporan organisasi lingkungan, putusan
pengadilan, serta publikasi ilmiah yang relevan. Seluruh prosedur pengumpulan data dirancang untuk

memungkinkan triangulasi antar-sumber.
D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi
lapangan, dan daftar telaah dokumen. Pedoman wawancara disusun berdasarkan kerangka sosio-legal
yang menekankan aspek normatif, kelembagaan, dan praktik sosial dalam perlindungan hulu DAS.
Instrumen ini bersifat fleksibel agar peneliti dapat mengeksplorasi isu-isu yang berkembang selama
proses wawancara, namun tetap menjaga konsistensi tema antar-informan. Keandalan data dijaga
melalui pencatatan sistematis, perekaman wawancara dengan persetujuan informan, serta pengecekan

ulang informasi penting melalui konfirmasi terbatas.
E. Prosedur Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis tematik dan analisis sosio-
legal. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumen dianalisis melalui proses pengkodean untuk
mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan kerangka hukum, praktik tata kelola,
tanggung jawab negara, dan dampak ekologis-bencana. Analisis normatif terhadap peraturan
perundang-undangan dilakukan untuk menilai kesesuaian antara mandat hukum dan implementasinya

di tingkat lokal. Seluruh temuan kemudian diinterpretasikan secara integratif untuk menjelaskan
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hubungan antara kegagalan tata kelola, kerusakan hulu DAS, dan terjadinya banjir bandang. Proses

analisis dapat didukung dengan perangkat lunak analisis data kualitatif seperti ATLAS.¢#i atau NVivo.
F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap awal
mencakup studi pendahuluan dan pemetaan regulasi serta kebijakan yang relevan dengan perlindungan
hulu DAS. Tahap selanjutnya adalah penentuan lokasi dan informan penelitian, diikuti dengan
pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Setelah data terkumpul,
dilakukan proses analisis dan interpretasi untuk menarik kesimpulan penelitian. Penyusunan tahapan ini
bertujuan agar penelitian dapat direplikasi atau dijadikan rujukan metodologis oleh peneliti lain dalam

konteks yang sebanding.
G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, terutama karena melibatkan subjek
manusia dan isu yang berpotensi sensitif. Seluruh informan diberikan penjelasan mengenai tujuan dan
manfaat penelitian serta diminta persetujuan secara sadar (informed consent) sebelum proses wawancara
dilakukan. Identitas informan dijaga kerahasiaannya dengan menggunakan anonimitas untuk mencegah
risiko sosial maupun hukum. Data yang diperoleh digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik

dan dianalisis secara objektif guna menjaga integritas dan kredibilitas penelitian.

III. HASIL DAN DISKUSI
Hasil

Hasil penelitian diperoleh dari analisis data empiris yang bersumber dari wawancara mendalam dengan
informan kunci, observasi lapangan terbatas, serta telaah dokumen hukum, kebijakan, dan laporan
kebencanaan. Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa kejadian banjir bandang di Provinsi
Aceh tersebar di berbagai wilayah kabupaten/kota dan melibatkan sejumlah daerah aliran sungai (DAS)
dengan karakteristik fisik yang berbeda. Sebaran wilayah terdampak banjir bandang di tingkat provinsi
ditampilkan dalam Gambar 2, yang memberikan gambaran umum mengenai lokasi-lokasi kejadian
banjir bandang di Aceh. Secara hukum, penyebaran insiden ini menunjukkan bahwa ancaman bencana
tidak berasal dari luar; sebaliknya, itu menunjukkan pola kegagalan struktural dalam sistem pengawasan

dan kontrol negara terhadap wilayah hulu DAS yang seharusnya dilindungi.
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Gambar 2. Sebaran Wilayah Terdampak Banjir Bandang di Provinsi Aceh

Sebagai contoh kasus empiris, penelitian ini memfokuskan analisis lebih lanjut pada DAS Tamiang.
Kondisi kerusakan hutan di wilayah hulu DAS Tamiang ditunjukkan dalam Gambar 3. Berdasarkan peta
tersebut, salah satu DAS yang dianalisis memiliki luas total sebesar 493,2 ribu hektare. Dari luasan
tersebut, kawasan hutan tercatat seluas 314,1 ribu hektare, yang setara dengan 63,7% dari total luas
DAS. Selain itu, data spasial juga menunjukkan adanya kehilangan hutan kumulatif sebesar 228,88
hektare pada wilayah hulu DAS dalam periode pengamatan.

- PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI ACEH

. Mohon Pilih saiah satu DAS terlebih dahulu
Porhutee b

Simpang Tiga

’ Kawasan Hutan ; 4932 rb.

LUAS HUTAN
3141 rb..,

Padang petr

TAMIANG 2024

Gambar 3. Contoh Kerusakan Hutan di Wilayah Hulu DAS Tamiang
A. Kerangka Hukum Perlindungan Hulu DAS

Hasil analisis dokumen hukum dan kebijakan menunjukkan bahwa perlindungan wilayah hulu daerah
aliran sungai (DAS) di Aceh telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan
sektoral pada tingkat nasional maupun daerah. Regulasi tersebut mencakup pengaturan kawasan
lindung, penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam, serta kewajiban perlindungan lingkungan

hidup yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi hulu DAS.
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Kerangka hukum ini bersifat multisektor dan tersebar dalam berbagai jenis peraturan, mulai dari undang-
undang hingga peraturan daerah dan kebijakan teknis. Ringkasan jenis regulasi, tingkat peraturan, serta
substansi pengaturan terkait perlindungan hulu DAS disajikan dalam Tabel 1, yang bertujuan untuk
menunjukkan cakupan normatif regulasi yang berlaku tanpa penilaian terhadap efektivitasnya.

Tabel 1. Kerangka Hukum Perlindungan Hulu DAS

No Jenis Regulasi Tingkat Substansi Pengaturan Terkait Hulu DAS
Peraturan

1 Undang-Undang Nasional Pengaturan kawasan hutan lindung, fungsi lindung

Kehutanan hutan, serta larangan kegiatan yang merusak fungsi
hutan

2 Undang-Undang Nasional Kewajiban perlindungan lingkungan, pencegahan
Perlindungan dan kerusakan ekosistem, dan pengendalian dampak
Pengelolaan Lingkungan lingkungan
Hidup

3 Undang-Undang Penataan Nasional Pengaturan zonasi ruang, kawasan lindung, dan
Ruang pemanfaatan ruang berbasis daya dukung lingkungan

4 Peraturan Pemerintah Nasional Prinsip pengelolaan DAS terpadu dari hulu hingga
tentang Pengelolaan DAS hilir

5 Qanun Aceh tentang Tata  Daerah Penetapan kawasan lindung daerah dan pengaturan
Ruang Wilayah (Provinsi) pemanfaatan ruang di wilayah Aceh

6 Kebijakan sektoral Nasional/Daerah Pedoman teknis pengelolaan hutan, rehabilitasi lahan,
kehutanan dan dan konservasi DAS
lingkungan

Namun demikian, menyebarluaskan kewenangan secara hukum dapat menyebabkan tanggung jawab
yang terpecah, tumpang tindih kewenangan, dan mekanisme akuntabilitas antarinstansi yang lemah
dalam praktik perlindungan hulu DAS. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum yang
berlaku belum secara otomatis menjamin efektivitas perlindungan karena tidak disertai dengan
instrumen pengawasan yang saling terhubung dan sanksi yang ditegakkan secara koheren.

Tabel 2. Praktik Pengelolaan dan Pengawasan Hulu DAS Berdasarkan Wilayah

Wilayah Aktor Bentuk Pengawasan  Frekuensi Sumber Data
DAS Pengelola/Pengawas Pengawas
Utama an
Hulu Kesatuan Pengelolaan Monitoring lapangan Rendah Wawancara informan;
DAS Hutan (KPH); Dinas terbatas; pemeriksaan laporan internal instansi
Lingkungan Hidup administratif
Tengah  Dinas Lingkungan Hidup; Monitoring periodik; Sedang Dokumen laporan
DAS Pemerintah Kabupaten koordinasi lintas sektor kegiatan; wawancara
Hilir BPBD; Pemerintah Inspeksi pascakejadian;  Tinggi Laporan kebencanaan;
DAS Kabupaten/Kota respons darurat banjir wawancara

B.  Praktik Pengelolaan dan Pengawasan Hulu DASS

Data empiris hasil wawancara dengan informan kunci dan telaah dokumen kelembagaan menunjukkan
bahwa praktik pengelolaan dan pengawasan hulu DAS di Aceh dilaksanakan oleh beberapa instansi
dengan pembagian kewenangan yang berbeda. Bentuk pengawasan yang teridentifikasi meliputi
kegiatan monitoring lapangan, pengawasan administratif berbasis perizinan, serta respons kebencanaan
pascakejadian. Variasi terlihat pada frekuensi pengawasan dan luas wilayah cakupan, terutama antara
wilayah hulu, tengah, dan hilir DAS. Ringkasan temuan ini disajikan dalam Tabel 2, sedangkan tingkat

intensitas pengawasan berdasarkan wilayah DAS disajikan dalam Gambar 4. Seluruh data disajikan
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secara deskriptif sebagai hasil kategorisasi temuan lapangan tanpa interpretasi analitis. Pola ini
menunjukkan bahwa, dari sudut pandang hukum administrasi dan tata kelola lingkungan, pengawasan
negara bersifat reaktif dan terpusat di wilayah hilir, sementara fungsi preventif di hulu DAS, yang

biasanya merupakan wilayah strategis, paling lemah.

Intensitas 4
Pengawasan

Tinggi
Sedang
h .

Tengah DAS

Gambar 4. Intensitas Pengawasan Hulu DAS Berdasarkan Wilayah

Gambar 4 menggambarkan perbedaan intensitas pengawasan antar wilayah DAS, dengan klasifikasi
rendah, sedang, dan tinggi yang ditentukan berdasarkan frekuensi kegiatan pengawasan lapangan dan
ketersediaan laporan resmi yang teridentifikasi dalam data penelitian. Intensitas pengawasan paling
rendah teridentifikasi di wilayah hulu DAS, meningkat di wilayah tengah DAS, dan relatif lebih tinggi
di wilayah hilir DAS. Secara hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam rencana
pengawasan, di mana pemerintah berkonsentrasi pada penanganan dampak bencana daripada

pencegahan dengan melindungi wilayah hulu DAS.
C. Hasil Terkait Kondisi Kerusakan Hutan di Hulu DAS

Hasil observasi lapangan dan telaah laporan lingkungan menunjukkan adanya perubahan tutupan hutan
di beberapa wilayah hulu DAS Aceh. Kerusakan hutan ditandai dengan pembukaan lahan dan perubahan
fungsi kawasan. Data mengenai kondisi tutupan hutan disajikan dalam Gambar 5 yang menunjukkan
perubahan luas tutupan hutan dalam periode waktu tertentu, serta Gambar 6 berupa dokumentasi visual
kondisi lapangan di wilayah hulu DAS. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran
empiris mengenai kondisi hutan berdasarkan data yang tersedia. Dalam hal hukum lingkungan,
perubahan tutupan hutan ini menunjukkan bahwa mekanisme untuk mengontrol pemanfaatan ruang dan
penegakan hukum atas pelanggaran kawasan lindung belum berjalan dengan baik. Ini terjadi meskipun

undang-undang yang jelas telah dibuat untuk melakukannya.
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Gambar 5. Perubahan Luas Penutupan Lahan di Hulu DAS 2015-2022

Sumber: Hasil reduksi dan analisis data laporan tutupan hutan Aceh

Gambar 6. Kondisi Kerusakan Hutan di Hulu DAS Aceh

Dokumentasi Lapangan, 2024
D. Hasil Terkait Kejadian Banjir Bandang

Data kejadian banjir bandang diperoleh dari hasil kompilasi laporan kebencanaan resmi dan dokumen
instansi terkait di Aceh. Hasil pengumpulan data menunjukan bahwa kejadian banjir bandang tercatat
berulang di beberapa hilir DAS yang sama dalam rentang waktu pengamatan. Informasi mengenai
kejadian, lokasi terdampak, dan dampak utama banjir bandang disajikan dalam Tabel 3. Pengulangan
kejadian di DAS yang sama secara hukum dan kebijakan publik menunjukkan bahwa negara belum
menggunakan data kebencanaan untuk menilai dan memperbaiki kebijakan pengelolaan hulu DAS
secara berkelanjutan.

Tabel 3. Rekapitulasi Kejadian Banjir Bandang di Wilayah Hilir DAS Aceh

No Tahun Wilayah Hilir DAS  Kabupaten/Kota Dampak Utama

1 2016 DAS Tamiang Aceh Tamiang Kerusakan rumah, lahan pertanian terdampak

2 2018 DAS Krueng Teunom Aceh Jaya Infrastruktur rusak, akses jalan terputus

3 2020 DAS Krueng Tripa Nagan Raya Permukiman terendam, evakuasi warga

4 2022 DAS Tamiang Aceh Tamiang Banjir bandang berulang, kerugian material

5 2023 DAS Krueng Pase Aceh Utara Fasilitas umum rusak, pengungsian sementara
Diskusi

Studi ini menemukan hubungan antara banjir bandang berulang di wilayah hilir dan perubahan tutupan

hutan di wilayah hulu DAS Aceh. Secara ekologis, degradasi hutan hulu berpotensi mengurangi fungsi
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resapan dan pengendalian limpasan air (Qiu et al., 2023), terutama di DAS dengan topografi curam dan
curah hujan tinggi (Frangois et al., 2024). Studi sebelumnya menunjukkan bahwa tutupan hutan hulu
sangat penting untuk menjaga stabilitas hidrologis dan mengurangi risiko banjir bandang pola ini sejalan
dengan (Juan-diego et al., 2025). Dari sudut pandang politik hukum, bagaimana kebijakan publik dan
kebijakan hukum negara mengatur, mengontrol, dan mengevaluasi pemanfaatan ruang dan sumber daya

alam di wilayah hulu DAS berhubungan dengan ekologi.

Dari perspektif sosio-legal, temuan penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kondisi nyata
di lapangan dan kerangka hukum yang melindungi hulu DAS. Negara telah membuat peraturan yang
cukup luas yang mengatur kawasan lindung, tata ruang, dan tanggung jawab perlindungan lingkungan
(Kultsum, 2023). Namun, hasil tentang berbagai metode pengelolaan dan pengawasan DAS di seluruh
wilayah mendukung gagasan bahwa masalah utama tidak terletak pada kekosongan hukum, tetapi pada
implementasi dan pengawasan yang tidak memadai. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian
sebelumnya yang menunjukkan bahwa implementasi kekurangan dalam tata kelola lingkungan di

Indonesia, terutama dalam pengelolaan DAS dan sektor kehutanan (Salsabila et al., 2023).

Dalam konteks politik hukum, kurangnya pelaksanaan menunjukkan kegagalan pemerintah dalam
mengimplementasikan hukum ke dalam kebijakan operasional yang konsisten, termasuk kurangnya
koordinasi antarinstansi pemerintah yang memiliki wewenang sektoral dan teritorial untuk mengelola
DAS. Fragmentasi kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga teknis
menyebabkan pengawasan dan penegakan hukum menjadi tidak efektif, dan tanggung jawab hukum

menjadi lebih besar.

Temuan ini menguatkan gagasan bahwa bencana bukan hanya akibat dari alam, tetapi akibat dari
hubungan antara faktor ekologis dan kegagalan tata kelola lingkungan (Nurlaila et al., 2025). Hal ini
relevan untuk kasus banjir bandang berulang yang di DAS yang sama. Penelitian ini meningkatkan
penelitian sosio-legal dengan mengintegrasikan data spasial DAS, kondisi tutupan hutan, dan kerangka
hukum (Katusiime & Schiitt, 2023). Ini menunjukkan bahwa perlindungan hulu DAS adalah bagian
penting dari pencegahan risiko bencana (Erlangga et al., 2023). Metode ini sejalan dengan penelitian
tentang pengelolaan lingkungan yang menekankan betapa pentingnya integrasi ekologi, institusi, dan

kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam (Rifal & Haeril, 2024).

Dari sudut pandang politik hukum, hasil ini menunjukkan bahwa kegagalan untuk melindungi hulu DAS
merupakan bukti lemahnya komitmen kebijakan negara untuk memprioritaskan perlindungan
lingkungan daripada kepentingan ekonomi jangka pendek. Kebijakan publik dari kondisi ini
menunjukkan bahwa risiko banjir bandang akan terus direproduksi secara struktural tanpa reformasi
politik hukum yang menegaskan tanggung jawab negara, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan

menjadikan perlindungan DAS sebagai prioritas kebijakan strategis.
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IV. KESIMPULAN
Studi ini menunjukkan bahwa banjir bandang berulang di wilayah hilir DAS Aceh dan berkorelasi
dengan perubahan tutupan hutan di wilayah hulu. Hasil empiris menunjukkan adanya pengurangan luas
hutan hulu DAS serta berbagai praktik pengelolaan dan pengawasan lintas instansi, meskipun secara
normatif kerangka hukum untuk melindungi hutan hulu DAS telah disediakan di tingkat nasional dan
daerah. Hasil ini dengan jelas menunjukkan bahwa kelalaian negara tidak terletak pada ketiadaan
hukum; itu terletak pada kegagalan implementasi, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di tingkat
institusional. Oleh karena itu, negara, sebagai subjek hukum (duty bearer), belum memenuhi kewajiban
yuridis dan konstitusionalnya untuk melindungi lingkungan hidup dan keselamatan warga negara secara

optimal.

Secara teoritis, penelitian ini membantu mengembangkan penelitian sosio-legal dengan menggabungkan
analisis hukum, data spasial DAS, dan temuan empiris kebencanaan untuk menilai peran negara dalam
melindungi hulu DAS. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan dasar evidensial untuk
perumusan kebijakan pengelolaan DAS yang lebih terintegrasi, khususnya dalam hal meningkatkan
pengawasan hulu, koordinasi antarinstansi, dan pencegahan degradasi hutan sebagai bagian dari

tanggung jawab nasional untuk pengelolaan DAS.

Temuan ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan seperti meningkatkan sistem pengawasan terpadu
lintas sektor, memastikan bahwa pengelola DAS diberi kewenangan yang sama, dan memasukkan
perlindungan hulu DAS ke dalam kebijakan perizinan dan mitigasi bencana sumber daya alam. Oleh
karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana kerangka hukum, praktik
pengelolaan, dan kondisi ekologis di hulu DAS dalam konteks banjir bandang Aceh berhubungan satu

sama lain.

Fokus penelitian ini a dalah seleksi observasi lapangan dan bergantung pada data sekunder kebencanaan
dan kehutanan yang tersedia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan spasial ke
lebih banyak DAS dengan menggunakan data deret waktu yang lebih panjang dan menggabungkan
analisis kuantitatif hidrologis dengan pendekatan sosio-legal untuk memperdalam pemahaman tentang
mekanisme yang berhubungan antara kerusakan hutan hulu dan kerusakan hutan rendah. Selain itu,
penelitian lanjutan perlu secara lebih eksplisit mengkaji dimensi pertanggungjawaban negara, efektivitas
kebijakan pengawasan, serta dampak politik hukum terhadap keberlanjutan perlindungan DAS di

wilayah rawan bencana.
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